KeBUPATINTZUEAEHERTD

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 1995 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH
. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 14 TAHUN 1995
TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

MENIMBANG : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran
1994/1995 tertanggal , 31 Maret 1995 yang dibuat oleh Kepala
Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di- Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN
Nomor 3037 );

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
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: . & Tahun 1975 tentang p,

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 chg,
rusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan p, ef:h

(LN Nomor 5 Tahun 1975);
Nomor 6 Tahun 1975 tentang

turan intah /

4, Pl;;l;usunanpz?;gegarm Pendapatan dan Belanja Dael'ah, Pe];]?
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah cl_an]:l)’en);fuﬁln P erhiny.
gan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( N°m0r5

Tahun 1975); g o5
: 1ik Indonesia Nomor 9 Tahyp |
tusan Presiden Republik .In i . 198)
5. ::;‘f:ng Tunjangan Pangan bag! Pegawai Negeri dan Penerimy,,
Pangan bagi Pegawai Perusahaan dap

Pensiun, Penyediaan ] ‘
tuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;

i ik Indonesia Nomor 22 Tahu 19
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia NO: - Tahu 1984
tenefang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji da,
Pensiun Daerah Otonom ; |

7 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang
Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ; - 1

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Daerah ; '

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang
Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

11. lI;elraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang
elaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

12. Izep}llt;l;gn Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2
pril 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

b3 .
i er 1980 tentang Manllal AdmlIllStrasn Barang Daerah ’
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 17

Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan
Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang
Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18

September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19

September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri-
Dalam Negeri Nomor 903 -

603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; '

18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tahun 1986

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuan-

gan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ; . '

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 -379 Tahun 1987
tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknik TataUsaha
Keuangan Daerah ;

20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 -056 Tahun 1983
tentang Perubahan dan Penyempumaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah
. menjadi-Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 057 Tahun 1988

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Penda-
patan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tanggal 6
April 1989 tentang Perubahan Bentuk / Contoh Peraturan Daerah
tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Peritungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhi-
tungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
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Tingkat I Jawa T

4 n GUbemur Kepa]a Da,erah . engah

23. M}:ugtgga/ 433 /1994 tanggal . Mel 1994 tentang Pengesahﬁ
mo pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daed

Anggaran PendaPEn. b 12 Anggaran 1994/1995

Tingkat II S
ala Daerah Tingkat I Jawa TengahN

24. Keputu bruari 1995 tentan !
45/1995 tanggal 6 Pe . g Pen
mor 903 /143 atan dan Belanja Kabllpatenglgs:ehr:

Pendap
perubahan ANggareA_ - "y o oaran 1994/1995 ;

Tingkat II Sukoharjo T
i IT Sukoharj
s Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat arjo Non,
Gk enetapan Anggaran Pendapatan dap B?

| Tahun 1994 tentang P : :
lanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tay,

Anggaran 1994/1995 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nop,

13 Tahun 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Peng,
patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukohar

Tahun Anggaran 1994/1995 ;

27 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabuapteDaery
Tingkat IT Sukoharjo Tanggal Mar] 993omor:2/K.DPRD/111/199;
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daers

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 /572 /PUQD
tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunz
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1994/19%

Memperhatikan

2; Pem.bicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suke
harjo tanggal 26 , 27 Juni 1995 dan 17, 18 Juli 1995

3. Pembicaraan Dalam Rapat Paripuna Dewan Perwakild
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoha
tanggal 24 Juli 1995 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
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MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN
JA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKO-

HARJO TAH UN ANGGARAN 1994/1995
Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Angga{an Penda-.
patan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1994/1995 yaitu sebagai

berikut : _

perhitungan Anggaran :

. Pendapatan Rp. 23.276.608.156,65
Perhitungan anggaran Belanja :
a. Rutin Rp. 9.148.052.203,00

b. Pembangunan Rp. 13.046.879.486,00
Rp. 22.194.931.689,00

Sisa perhitungan Anggaran
pendapatan dan Belanja
Daerah Berlebih sejumlah Rp. 1.081.676.467,65

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Angaran 1994/1995 yaitu sebagai berikut :
Perhutungan Urusan Kas dan Perhitungan :

Pendapatan :
Pendapatan Rp. 3.514.434.748,89

Belanja :
-Rutin Rp. 3.129.328.555,54
-Pembangunan Rp. -
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Rp. 3.129.328 55, .
54

Sisa perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan Berlebih sejumlah

Rp - 385.106.193 3%

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatay, dan
Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal | g,
Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran CI

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 24 Junj 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO j
KETUA
ttd ted
SOEBENI Ir. TEDJO SUMINTO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gebernur
Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 16 Nopember 1995
Nomor : 903 /1113 /1995
GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

SOEWARDI

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

- Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo

Nomor 15 Th. 1995 Seri D No. 7
.Pada tanggal : 24 Nopember 1995
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRI HARDONO
Pembina Tingkat I
NIP. 010071319
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